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-AKADEMIS 

-NON INDOKTRINATIF

-BERPIKIR KRITIS 



Definisi Kewarganegaraan

Pendekatan “maksimal”:

Partisipasi warga negara secara aktif dalam 
proses demokratis dan politik dalam arti sangat 
luas

Pendekatan “minimal”:

Partisipasi warga negara menurut cita-cita 
demokrasi dengan mengikuti aturan pemilu lokal 
dan nasional. 

(MacLaughlin, T.H., 1992, „Citizenship, diversity, and  education: a philosophical perspective‟ Journal 
of Moral Education, 21 (3):235-250

MacLaughlin, T.H., 2000, „Citizenship Education in England: the Crick Report and Beyond‟ Journal of 
Philosophy of Education, 34 (4): 541-571)



DEFINISI PKN

Civic Education is an important 
component of education that 
cultivates citizens to participate in the 
public life of democracy, to use their 
rights and to discharge their 
responsibilities with the necessary 
knowledge and skills.

(Margaret S. Branson (1989), The Role of Civic Education : A Forthcoming Education Policy Task 
Force Position Paper from the Communitarian Network, Washington DC: Center for Civic 
Education, http://www.civiced.org/articles_role.html)



DEFINISI PKN

Civic education can be understood in various
ways. In a more narrow sense civic education
aims at the acquisition of knowledge of the
constitution and the basic democratic institutions
and regulations. In a broader understanding the
focus is more on the acquisition of competences
that enables participation and democratic action.
In this broader sense, civic education includes
social learning and political socialization.

(Detlef Oesterreich, 2003, „The impact of political knowledge and democratic competencies on desirable aims of civic
education‟, OJSSE No. 1 2003, p. 1 Online Journal, http://www.sowi-onlinejournal.de/2003-1/project-
oesterreich.htm)



Kajian PKN secara umum di dunia

• rights and responsibilities of citizens;

• government and institutions;

• history and constitutions;

• national identity;

• legal system and the rule of law;

• human, political, economic and social rights;

• democratic principles and processes;

• active citizen participation in civic issues;

• international perspectives; and 

• valus of democratic citizenship (Print, 1999: 12).



Pengertian WARGA NEGARA

“individual who has membership rights to 

reside within a territory, who is subject to 

the state’s administrative jurisdiction, and 

who is also, ideally, a member of the 

democratic sovereign in the name of whom 

laws are issued and administration is 

exercised “(Benhabib, 2004: 144). 



PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN

• membership in a bounded political 

community which was either a nation-

state, a multinational state, or a 

commonwealth structure. (Benhabib, 

2004: 144)



• Konsep kewarganegaraan secara 

klasik selalu dikaitkan kepada 

kenggotaan seorang individu kepada 

ikatan politik sebuah negara-bangsa, 

hak-hak dan kewajiban dari status 

kewarganegaraan seseorang dari 

aspek hukum (legal). 

• Status warga negara hak-hak dan

kewajiban asasi



WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan [Pasal 27 (2)]

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 

tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang  (Pasal 28)

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya

pembelaan negara [Pasal 27 (3)**]

WARGA 

NEGARA DAN 

PENDUDUK

warga negara ialah 
orang-orang 
bangsa Indonesia 
asli dan orang-
orang bangsa lain 
yang disahkan 
dengan undang-
undang sebagai 
warga negara
[Pasal 26 (1)]

Penduduk ialah 

warga negara 

Indonesia dan orang 

asing yang 

bertempat tinggal di 

Indonesia 
[Pasal 26 (2)**]



HAK 

ASASI 

MANUSIA

HAK ASASI MANUSIA 
membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan, hak anak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi

(Pasal 28B) **

mengembangkan diri, mendapat 

pendidikan, memperoleh manfaat 

dari IPTEK, seni dan budaya, 

memajukan diri secara kolektif

(Pasal 28C) **

kebebasan memeluk agama, 

meyakini kepercayaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat 

tinggal, kebebasan berserikat, 

berkumpul dan berpendapat 

(Pasal 28E) **

berkomunikasi, 

memperoleh, mencari, 

memiliki, menyimpan, 

mengolah dan 

menyampaikan  informasi, 

(Pasal 28F) **

pengakuan yang sama di 

hadapan hukum, hak untuk 

bekerja dan kesempatan yg sama 

dalam pemerintahan, berhak atas 

status kewarganegaraan 

(Pasal 28D) **

hidup sejahtera lahir dan batin, 

memperoleh pelayanan kesehatan,  

mendapat kemudahan dan 

perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan 

manfaat guna mencapai 

persamaan dan keadilan 

(Pasal 28H) **

perlindungan, pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan 

HAM adalah tanggung jawab 

negara, terutama pemerintah

(Pasal 28I) **

berkewajiban menghargai hak orang 

dan pihak lain serta tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan UU

(Pasal 28J) **

untuk hidup serta 

mempertahankan hidup 

dan kehidupan

(Pasal 28A) **

perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, 

harta benda, dan rasa aman serta 

untuk bebas dari penyiksaan

(Pasal 28G) **
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hak sipil

hak politik

hak sosial 

Hak-hak asasi warga negara

(Marshall, 1949)



Peran Warga Negara

PERAN  PUBLIK   &  PERAN 

PRIVAT

• menjadi anggota masyarakat yang independen, 

• memenuhi tanggung jawab personal 

kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik,

• menghormati harkat dan martabat kemanusiaan  

tiap individu, 

• berpartisipasi dalam  urusan-urusan  

kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana, 

serta, 

• mengembangkan berfungsinya demokrasi 

konstitusional secara sehat.
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mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]

menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU 

ditentukan sebagai urusan Pemerintah 

Pusat [Pasal 18 (5) **]

berhak menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan 

tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]

Negara Kesatuan Republik Indonesia  dibagi atas 

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu 

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 

provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-

undang

[Pasal 18 (1)**]

PEMERINTAHAN DAERAH

KEPALA PEMERINTAH 

DAERAH
DPRD

PEMERINTAHAN DAERAH

anggota 

DPRD dipilih 

melalui 

pemilu
[Pasal 18 (3) **]

Gubernur, 

Bupati, 

Walikota 

dipilih secara 

demokratis

[Pasal 18 (4)**]
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mengesahkan UU

[Pasal 20 (4)*]

Dalam hal RUU 

tidak disahkan 

dalam waktu 30 

hari, RUU tersebut 

sah menjadi UU 

dan wajib 

diundangkan

[Pasal 20 (5)**]

DPR
memegang 

kekuasaan 

membentuk UU

[Pasal 20 (1)*]

Anggota berhak 

mengajukan usul 

RUU

(Pasal 21*)
tidak boleh 

diajukan lagi 

dalam 

persidangan masa 

itu

[Pasal 20 (3)*]

Pembentukan Undang-Undang

Presiden

berhak 

mengajukan 

RUU

[Pasal 5 (1)*]

mendapat 

persetujuan bersama

tidak mendapat 

persetujuan bersama

RUU dibahas 

oleh DPR dan

Presiden untuk 

mendapat 

persetujuan 

bersama

[Pasal 20 (2)*]
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WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan 

yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-

haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A UUD 1945) **

BATAS 

ZEE

BATAS 

WILAYAH



POTRET KAMPANYE PEMILU 1955  DI INDONESIA

MASJIG AGUNG DEMAK, JAWA TENGAH, SELAMA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 1955. 

Photo: Claire Holt.



POTRET PEMILU ORDE BARU



POTRET PEMILU ORDE BARU



KOMPAS, 18-01-1984:4



Pancasila dalam Bahasa Kekuasaan

Orde Baru

• Pidato Presiden Soeharto (pidato 

kenegaraan)

• Dokumen GBHN

• Dokumen Paket Undang-undang 

Politik (Partai Politik, Pemilu 

Susduk MPR-DPR-DPRD, 

Referendum, Ormas)



Rekam Jejak Pemerintahan Orde Baru

• Supersemar

• P4

• Dwifungsi Abri 

• Wawasan Nusantara

• Depolitisasi (Warga negara Massa Mengambang)

• Deideologisasi (1985, Asas Tunggal Pancasila)

• Fusi Partai (1973, Penyatuan Parpol Pemilu 1971)

• Korupsi-Kolusi-Nepotisme TERORGANISIR, 

SISTEMATIS



PENCABUTAN P-4

• DASAR PERTIMBANGAN (Tap MPR No. 

XVII/MPR/1998 ttg Pencabutan Tap MPR No. 

II/1978 ttg P4)

- Distorsi Pemaknaan dan Fungsi Pancasila sbg 

Dasar Negara

- Penataran P4 “gagal”  membangun karakter 

bangsa berdasarkan Pancasilapemborosan uang 

negara

- Peletakkan kembali Pancasila sbg Dasar Negara



Pancasila sebagai Dasar Negara

• Rumusan Otentik: Pembukaan UUD 1945 alinea 

ke-4.

• Bagian dari pokok kaidah fundamental bernegara 

(staats fundamental norm), yakni sebagai asas 

kerokhanian negara.

• Dasar falsafah negara (Philosofische Grondslag) 

dari negara  dasar untuk mengatur 

penyelenggaraan negara. Konsekuensinya: segala 

bentuk peraturan perundang-undangan termasuk 

proses dan produk reformasi sekarang harus 

dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila 



Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara

• Sumber tertib hukum Indonesia

• Meliputi suasana kebatinan (Geistlichenhintergrund) 

dari UUD 1945

• Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar 

negara (tertulis maupun tidak tertulis)

• Memuat norma yang mengharuskan UUD 

mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan 

penyelenggara negara lainnya memegang teguh cita-

cita moral rakyat yang luhur.

• Merupakan sumber semangat (spirit) bagi UUD 1945, 

penyelenggara negara dan pelaksana pemerintahan



Persoalannya?

• Distorsi pemaknaan terhadap Pancasila untuk 

status quo rejim kekuasaan

• Penyelenggara negara/pemerintahan tercerabut 

dari idealitas tujuan kehidupan bernegara 

sebagaimana dimaksud para founding fathers.

• Suasana Sistem Politik yang berubah

• Ketangguhan komponen elite penyelenggara 

negara dan  warga negara untuk menjadikan 

Pancasila sebagai prinsip dasar kehidupan 

bernegara  yang adil, maju, dan beradab.



Problem-problem Kontemporer

• Krisis Lingkungan Hidup, Pembalakan Liar Sumber

daya alam di Hutan, degradasi kualitas alam sebagai

penyangga kehidupan akibat eksploitasi berlebihan

• Krisis Legitimasi Politik merosotnya kepercayaan

rakyat terhadap penyelenggara negara (Lembaga

Presiden, lembaga penegak HukumKepolisian, 

Kejaksaan, Pengadilan, DPR, Birokrasi)

• Krisis kepemimpinan nasional yang memiliki sifat

kenegarawanan (statemenship) 



Pancasila dalam Praktek Kenegaraan

Indonesia

• ERA REVOLUSI FISIK (1945-1949)

1. UUD 1945

2. KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS)  

• ERA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959)

- UUD SEMENTARA 1950

• ERA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1967)

- KEMBALI KE UUD 1945 

• ERA DEMOKRASI PANCASILA  I (1967- 1998)

- UUD 1945 sebelum Amandemen I, II, III, dan IV

• ERA PASCA ORDE BARU (REFORMASI) (1998- SEKARANG)

- UUD 1945 PASCA AMANDEMEN 

Bahan Tayangan UUD 1945.ppt


PROBLEM ERA REFORMASI 




